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ABSTRAK 

 

Muhammad Azmi Siregar (2025) : Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan 

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975 Menurut Perspektif 

Hukum Islam. 

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang telah diatur 

pemerintah. Diundangkannya peraturan tentang perkawinan dengan tujuan supaya 

peristiwa hukum yaitu perkawinan dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 45 tentang 

Katentuan Pidana Perkawinan dijelaskan sanksi hukuman bagi pihak mempelai 

yang melakukan pelanggaran berupa denda sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima 

ratus rupiah), dan tambahan kurungan selama 3 bulan bagi pegawai pencatat 

nikah.Penelitian ini bertujuan mengetahui regulasi sanksi yang diatur dalam pasal 

45 PP No 9 Tahun 1975, kemudian melihat penerapan dari sanksi yang di atur 

dalam pasal 45 ini di lembaga pengadilan, dan mengaitkan sanksi dalam pasal 45 

PP No 9 Tahun 1975 dengan perspektif Hukum Islam.Metode penelitian yang 

digunakan adalah yuridis sosiologis, yuridis yaitu pengkajian dari ketentuan 

pemerintah berupa undang-undang dan peraturan pemerintah dan yang peneliti 

angkat merupakan PP No 9 Tahun 1975, dan sosiologis yaitu proses turun 

kelapangan guna mengetahui kenyataan yang ada di lapangan melalui informan 

yakni para ahli hukum yang terkait.Hasil penelitian ini menyimpulkan sanksi yang 

diatur dalam pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 yakni berupa denda sebesar Rp. 7.500 

ini dinilai sangat rendah untuk zaman sekarang dan tidak dapat melindungi tujuan 

dari diadakannya peraturan pencatatan nikah, dan ketidakjelasan prosedur dalam 

pasal 45 ini membuat sanksi yang diatur dalam pasal 45 ini tidak dapat diterapkan 

dengan efektif, pemberian sanksi dalam peraturan pencatatan nikah ini masuk ke 

dalam konsep Jarimah Ta‟zir yakni merupakan ketentuan sanksi dari Hukum 

yang dibuat pemerintah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari 

kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. 

Kata kunci: Analisis, sanksi, Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan imerupakan iperjanjian iyang isakral iantara ilaki-laki idan 

iperempuan iyang imana isalah isatu itujuan idari iperkawinan itersebut iadalah 

imembangun irumah itangga iyang isakinnah, imawaddah iwa irahmah. iPerkawinan 

ijuga ibertujuan iuntuk imenghindari iperbuatan izina iserta imengikuti iSunnah 

iRasulullah iSAW.
1
 

ةً  وَدَّ نْ اَهفُْسِكُُْ اَزْوَاجًا مِتّسَْكُنوُْٓا اِليَْْاَ وَجَعَلَ بيَنْكَُُْ مَّ ٓ اَنْ خَلقََ مكَُُْ مِّ َّتفََكَّرُوْنَ وَمِنْ اٰيتِٰو  ةًًۗ اِنَّ فِِْ ذٰلَِِ لََٰيتٍٰ مِقَّوْمٍ ي رَحَْْ  وَّ

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantara mu rasa cinta dan kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
2
 

Salah satu syarat sah perkawinan yang harus ada dalam proses akad 

perkawinan adalah adanya dua orang saksi. Dalam konteks sosiologis 

masyarakat penutur dalam tradisi lisan, saksi, dan juga pesta perkawinan 

(walimah al-ursyi), menjadi sarana pemberitahuan (pengumuman) perkawinan 

kepada khalayak masyarakat. Dalam tradisi lisan seperti ini, pencatatan 

perkawinan belum dijadikan sebagai alat bukti autentik terhadap sebuah 

perkawinan.
3
 

                                                           
1
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi perbandingan Negara 

muslim Kontemporer, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005), 38. 
2
Al-Qur‟an, Surah Ar-Rum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan 

Penafsir AlQur‟an, al- Qur‟an dan terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hlm. 644. 
3
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di 

Indonesia (Jakarta: prenada media, 2006), hlm 120. 
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Berdasarkan sumber pokok Hukum Islam, tidak ada aturan yang 

mengatur secara konkrit mengenai adanya pencatatan perkawinan, tetapi 

seiring perkembangan zaman masyarakat memandang pentingnya akan hal itu 

sehingga diatur perundang-undangan tentang perkawinan. Pencatatan 

perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh 

Pejabat Pencatatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan tersebut dilakukan dalam upaya 

menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.
4
 

Pada pasal i2 iayat i(2), idalam iUU iperkawinan imenyebutkan: i“Tiap-tiap 

iperkawinan idicatat imenurut iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku”. 

iKemudian iketentuan iini idiperjelas ioleh iPeraturan iPemerintah iNomor i9 iTahun 

i1975 iyang imenegaskan ibahwa isebuah iperkawinan idianggap imemiliki ikekuatan 

ihukum idihadapan iundang-undang ijika idilaksanakan imenurut iaturan iagama idan 

itelah idicatatkan iole iPegawai iPencatat iNikah i(PPN) iyang iditentukan ioleh 

iUndang-undang.
5
   

Hal iini idimaksudkan iagar ihak-hak isuami, iistri, idan ianak-anaknya ibenar-

benar idapat idijamin idan idilindungi ioleh inegara. iOleh ikarena iitu ipencatatan 

itiap-tiap iperkawinan imenjadi isuatu ikebutuhan iformal iuntuk ilegalitas iatas isuatu 

iperistiwa iyang idapat imengakibatkan isuatu ikonsekuensi iyuridis idalam ihak-hak 

ikeperdataan idan ikewajibannya isepeti imemberi inafkah idan ihak iwaris. 

                                                           
4
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 

2007), h 26. 
5
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  



3 

 

 

iPencatatan iperkawinan idinyatakan idalam isuatu iakta iotentik idan idimuat idalam 

idaftar ipencatatan iyang idikeluarkan ioleh ilembaga iyang imemiliki ikewenangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara 

rinci mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Peraturan ini menegaskan 

bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan 

hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan ini dapat menimbulkan 

berbagai konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif dan pidana. 

Pelanggaran dari pencatatan perkawinan ini masuk ke dalam jenis 

sanksi hukum administratif, sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan 

terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat admistratif. 

Pada umumnya sanksi administratif berupa denda termasuk yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 45 tentang pencatatan 

perkawinan.  

Namun idalam ipraktiknya itidak isemua iperkawinan idicatatkan isesuai 

idengan iperaturan iyang iberlaku. iDirjen iDukcapil iKementerian iDalam iNegeri 

i(Kemendagri) iProf iZudan iArif iFakhrulloh imengungkapkan ilebih idari i34 ijuta 

ipasangan iyang isudah imenikah inamun ibelum itercatat idi iDirektorat iJenderal 

iKependudukan idan iPencatatan iSipil i(Dirjen iDukcapil).
6
 

Berdasarkan penelitian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

perkawinan yang tidak dicatatan, antara lain: 

                                                           
6
 Nuonline, “34 juta pasangan Suami Istri belum tercatat di Dukcapil” artikel dari 

https://shorturl.at/HG35v Diakses pada 20 september 2024 

https://shorturl.at/HG35v
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1. Suami yang ingin berpoligami, hal ini bisa terjadi dikarenakan suami 

yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikah 

sehingga tak memenuhi syarat berpoligami untuk bisa mencatatkan 

perkawinannya dengan istri kedua, sehingga suami tersebut akhirnya 

menikahi istri keduanya secara sirri atau dibawah tangan. 

2. Pernikahan di bawah umur, hal ini disebabkan pergaulan bebas yang 

dilakukan para remaja di zaman sekarang yang pada akhirnya 

menyebabkan kehamilan di luar nikah, dikarenakan sulit nya prosedur 

untuk mendapatkan dispensasi untuk menikah di bawah dan juga untuk 

menutupi aib dari masyarakat sekitar nya akhirnya pasangan yang 

dibawah umur ini hanya melakukan pernikahan yang hanya sah 

menurut agama dan tidak mengurus pencatatan nikahnya. 

3. Faktor pendidikan, kurang nya pendidikan dan sosialisi terkait 

peraturan pencatatan pernikahan menyebabkan masyarakat awam 

hanya mengetahui bahwa perkawinan itu hanya sah apabila sudah 

memenuhi rukun dan syarat agama mereka tidak mengetahui 

pentingnya mencatatkan perkawinan agar mendapat jaminan hukum 

dan pemenuhan segala hak dalam perkawinan dan juga tidak 

mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak 

dicatatkan. 

4. Faktor ekonomi, di karenakan kondisi ekonomi masyarakat yang 

lemah yang tidak memungkinkan baginya untuk memenuhi biaya 

dalam proses melakukan pencatatan perkawinan seperti akomodasi 
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transportasi, pengumpulan dokumen untuk pencatatan perkawinan, dan 

syarat administrasi lainnya hal ini menyebabkan masyarakat yang 

memiliki kondisi ekonomi yang lemah berfikir keras apakan akan tetap 

mencatatkan perkawinannya dan pada akhirnya masyarakat yang 

berekonomi lemah hanya melakukan pernikahan secara sirri untuk 

menghemat biaya. 

5. Faktor kelalaian pegawai pencatat nikah atau penghulu nikah, pegawai 

pencatat nikah atau penghulu nikah bisa saja lalai atau bahkan sengaja 

melakukan pelanggaran dari prosedur pencatatan nikah yang dapat 

menyebabkan kerugian bagi mempelai yang ingin mencatatkan 

pernikahan mereka.
7
  

Peraturan iPemerintah iNomor i9 iTahun i1975 imerupakan iPeraturan 

iPelaksanaan iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 itentang iperkawinan. 

iPeraturan iPemerintah iini imemuat iketentuan-ketentuan iyang imenyangkut 

imasalah ipencatatan iperkawinan, itata icara ipelaksanaan ipencatatan iperkawinan, 

itata icara iperceraian, itenggang iwaktu ibagi iwanita iyang imengalami iputus 

iperkawinan, ipembatalan iperkawinan, idan iketentuan idalam iberpoligami, 

itermasuk ijuga iketentuan isanksi iyang idiberikan iapabila imelanggar iketentuan 

itentang imasalah-masalah itersebut. 

Ketentuan itentang isanksi ipidana idalam iperkawinan ihanya idiatur ipada 

iPasal i45 iPeraturan iPemerintah iNomor i9 iTahun i1975, idan itidak iditegaskan 

idalam iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974. iBahkan ikompilasi ihukum iislam 

                                                           
7
 HukumOnline.com, “banyak sebab perkawinan tidak dicatat” Artikel dari 

https://sulkurl.com/bfN Diakses pada 23 September 2024 

https://sulkurl.com/bfN


6 

 

 

idi iIndonesia itidak imenempatkan isanksi ipidana iini idi idalamnya. iNamun itidak 

iotomatis idapat idipaham isebagai iketidaksetujuan ikompilasi iterhadap isanksi 

ipidana itersebut. iKarena iketentuan ipidana itersebut imengandung inilai-nilai iyang 

ipositif. iMelalui iketentuan itersebut idiharapkan itidak iterjadi iatau isetidaknya 

imengurangi iperkawinan idiluar ipengawasan iPegawai iPencatat iNikah i(PPN).
8
 

Namun karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini 

merupakan peraturan yang sudah lama disahkan dan juga dilihat dari Database 

Peraturan RI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini masih memiliki 

status berlaku dan belum ada dilakukan revisi yang terbaru oleh karena itu 

Peraturan iPemerintah iNomor i9 iTahun i1975 iini imemiliki ikelemahan 

idikarenakan umur dari peraturan ini dengan tahun sekarang 2024 yang sudah 

hampir 50 tahun kelemahan ini berada dalam pasal 45  yang berisikan tentang 

sanksi dari pelanggaran pencatatan perkawinan.
9
  

Bunyi iselengkapnya iPasal i45 iPeraturan iPemerintah iNomor i9 iTahun 

i1975 itersebut iadalah isebagai iberikut: 

a) Barang isiapa iyang imelanggar iketentuan iyang idiatur idalam iPasal i3, i10 

iayat i(3), i40 iPeraturan iPemerintah iini idihukum idengn ihukuman idenda 

isetinggi-tingginya iRp. i7.500,- i(tujuh iribu ilima iratus irupiah). 

b) Pegawai iPencatat iyang imelanggar iketentuan iyang idiatur idalam ipasal i6, 

i7, i8, i9, i10 iayat i(1), i11, i12, i44 iPeraturan iPemerintah iini idihukum idengan 

ihukuman ikurungan iselama-lamanya i3 i(tiga) ibulan iatau idenda isetinggi-

tingginya iRp. i7.500,- i(tujuh iribu ilima iratus irupiah).
10

 

                                                           
8
 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1997), hlm 327. 
9
 https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975 Diakses pada 

Tanggal 20 September 2024. 
10

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.   

https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975
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Adapun bunyi dari beberapa pasal yang disebutkan dalam pasal 45 (a) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas adalah: 

1) Pasal i3 i: i(1) iSetiap icalon ipasangan iyang iharus imemberitahukan 

ikehendak inikah inya ikepada ipegawai ipencatat inikah iyaitu i10 ihari 

isebelum ipernikahan. 

2) Pasal 10 : (3) Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai 

pencatat nikah dan 2 orang saksi. 

3) Pasal 40 Syarat suami yang ingin berpoligami. 

Dan bunyi dari beberapa pasal yang disebutkan dalam pasal 45 (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas adalah: 

1) Pasal ii6 ii: ii(1) iiPegawai iipencatat iiyang iimemeriksa iisyarat-syarat 

iperkawinan isesuai iundang-undang. 

2) Pasal 7 : (1) Pemberitahuan pegawai pencatat kepada calon mempelai 

atau wakilnya apabila terdapat halangan perkawinan dan syarat yang 

belum terpenuhi. 

3) Pasal 8 Pegawai Pencatat mengumumkan pernikahan setelah 

dipenuhinya tata cara dan syarat. 

4) Pasal i9 iPengumuman iditandatangani ioleh iPegawai iPencatat idengan 

imemuat iberbagai iinformasi icalon imempelai. 

5) Pasal i10 i(1) iPerkawinan idilangsungkan isetelah isepuluh ihari isejak 

ipengumuman ikehendak iperkawinan ioleh iPegawai iPencatat 

iPerkawinan. 
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6) Pasal 11 Penandatanganan Akta nikah sebagai bukti resmi pernikahan 

sudah dicatatkan. 

7) Pasal i44 iPegawai iPencatat idilarang iuntuk imelakukan ipencatatan 

iperkawinan iseorang isuami iyang iakan iberisteri ilebih idari iseorang 

isebelum iadanya iizin iPengadilan. 

Dapat dilihat dari bunyi pasal 45 diatas yang menetapkan sanksi dari 

pelanggaran pencatatan perkawinan yang berupa denda yang hanya sebesar 

Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah); dan bagi Pegawai Pencatat yang 

melanggar ketentuan terdapat hukuman tambahan berupa kurungan selama 3 

(tiga) bulan. Adapun iyang imengadili iperkara ipelanggaran iini iyang 

imenjatuhkan ipidananya iadalah iperadilan idalam ilingkungan iPeradilan iUmum, 

ibukan iperadilan idalam ilingkungan iPeradilan iAgama, iwalaupun iyang 

imelanggar iadalah iberagama iislam.
11

 

Sebagai icontoh ikasus iyang idapat idilihat idalam idirektori iputusan 

iMahkamah iAgung iyang iterdapat idalam iputusan iNOMOR 

i1/Pdt.G/2021/PA.Pbr iini iberisikan itentang ituntutan ipembatalan inikah 

idikarenakan imelanggar isyarat ipencatatan iperkawinan iyang isudah idiatur idalam 

iPP iNo i9 iTahun i1975 iPasal i6 iyaitu ipemalsuan isurat iketerangan iperceraian, idan 

ijuga idalam iputusan iNOMOR i1831/Pdt.G/2019/PA.Pbr iberisikan itentang 

ituntutan ipembatalan inikah idikarenakan imelanggar isyarat ipencatatan 

iperkawinan iyang isudah idiatur idalam iPP iNo i9 iTahun i1975 iPasal i40 itidak 

imemenuhi isyarat iberpoligami. iDalam ikedua iputusan iini iPP iNo i9 iTahun i1975 

                                                           
11

 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta, Galia Indonesia, 

1982), h 21. 
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idigunakan isebagai ilandasan ihukum iuntuk imelihat bagian perkara yang 

dilanggar namun pada keputusan akhir dalam mengadili perkara pihak 

tergugat tidak ada dijatuhi sanksi sama sekali padahal aturan mengenai sanksi 

yang melanggar peraturan pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Pasal 45 

PP No 9 Tahun 1975. 

Dilihat dari rendahnya besaran sanksi yang terdapat dalam Pasal 45 PP 

No 9 Tahun 1975 pada saat ini dan bahkan tidak dipergunakannya sanksi 

dalam pasal 45 ini di pengadilan, menurut peniliti hal ini nantinya akan dapat 

menimbulkan efek yang besar dalam masyarakat jika pemerintah atau para 

praktisi hukum terkait tindak mengambil tindakan yang lebih menegaskan 

bahwasanya pencatatan perkawinan amat sangat diwajibkan agar dapat 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam berumah tangga. 

Kalau suatu ancaman hukuman hanya tercantum di kertas saja, maka 

hal itu tidak ada artinya. Efek dari suatu sanksi negatif yang hanya bersifat 

formal saja hampir-hampir tidak ada. Efek tersebut justru akan datang dari 

suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan 

dilanggar. Suatu ancaman hukum akan menjadi efektif dari resiko yang 

diderita apabila melanggar suatu norma tertentu.  

Seseorang iyang imelakukan iperkawinan iyang itanpa imelakukan 

ipencatatan itidak imendapatkan ipengakuan isecara ilegal idari iNegara. iSehingga 

iketika iterjadi iperselisihan idalam irumah itangga ipara isuami iistri itidak 

imendapatkan ihak ijaminan ihukum idari iNegara. iBerdasarkan ihal iini iadanya 

ipencatatan iperkawinan isebagai iaturan iyang idisematkan ike idalam iUndang- 
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iUndang iPerkawinan idan iKompilasi iHukum iIslam imerupakan ilangkah iuntuk 

imelindungi iWarga iNegara iIndonesia. 

Berdasarkan ilatar ibelakang iyang itelah ipenulis ipaparkan idi iatas imaka 

ipenulis itertarik iuntuk imelakukan ipenelitian ilebih imendalam iterkait idengan 

isanksi idalam ipasal i45 iperaturan ipemerintah inomor i9 itahun i1945 iyang ipenulis 

ituangkan idalam ibentuk iskripsi iyang iberjudul i“ANALISIS SANKSI 

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 45 PERATURAN 

PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1975 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM” 

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini terarah dan lebih akurat, maka penulis hanya 

membatasi pembahasan penelitian hanya dalam ruang lingkup sanksi pada 

peraturan pencatatan perkawinan, yang dari semua peraturan dan undang-

undang perkawinan yang ada penulis hanya berfokus kepada Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar penelitian ini lebih spesifik 

dan terarah, maka dirumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan menurut peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975? 

2. Bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang 

sanksi administrasi pencatatan perkawinan? 
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3. Bagaimana analisa Hukum Islam tentang sanksi pelanggaran pencatatan 

perkawinan pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975? 

D. Tujuan Penelitian 

Merujuk kepada rumusan masalah yang ada diatas, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut; 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk dan konsep sanksi dari 

pelanggaran pencatatan perkawinan pada peraturan pemerintah nomor 9 

tahun 1975.  

b. Bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 9 

tahun 1975 tentang sanksi administrasi pencatatan perkawinan. 

c. Bertujuan untuk memaparkan analisa Hukum Islam tentang sanksi dari 

pelanggaran pencatatan perkawinan pada peraturan pemerintah nomor 9 

tahun 1975.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemikiran 

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sanksi pada 

pelanggaran pencatatan perkawinan. 

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan 

wawasan khusunya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi orang lain 

yang juga di bidang hukum keluarga terkait pelaksanaan sanksi bagi yang 

melanggar aturan dalam pencatatan perkawinan. 

3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan 

Pada idasarnya isyari‟at iIslam itidak imewajibkan iadanya ipencatatan 

iterhadap isetiap iterjadinya iakad ipernikahan, inamun idilihat idari isegi imanfaatnya 

ipencatatan inikah iamat isangat idiperlukan.
12

 

Karena ipencatatan inikah idapat idijadikan isebagai ialat ibukti iyang 

iautentik iagar iseorang imendapatkan ikepastian ihukum. iPencatatan iperkawinan 

iadalah isuatu ihal iyang idilakukan ioleh ipejabat inegara iterhadap iperistiwa 

iperkawinan, idalam ihal iini iPegawai iPencatat iNikah i(PPN) iyang imelangsungkan 

ipencatatan, iketika iakan imelaksankan isuatu iakad iperkawinan iantara icalon 

isuami idan icalon iistri.
13

 

Pencatatan iadalah isuatu iadministrasi inegara idalam irangka imenciptakan 

iketertiban idan ikesejahteraan iwarga inegaranya. iMencatat iartinya imemasukkan 

iperkawinan iitu idalam ibuku iakta inikah ikepada imasing-masing isuami iistri. 

iKutipan inikah iitu isebagai ibukti iotentik iyang idilakukan ioleh iPegawai iPencatat 

iNikah, iTalak idan iRujuk.
14

 

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan. 

Pencatatan iperkawinan iadalah isuatu ipencatatan iyang idilakukan ioleh 

ipejabat inegara iterhadap iperistiwa iperkawinan. iAlqur‟an idan ihadits itidak 

                                                           
12

 Hasan M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: 

Prenada Media, 2003), h 123. 
13

 Muhammad Zein, Membangun Keluarga Harmonis, (Jakarta: Graha Cipta, 

2005), cet. Ke-2, h 120. 
14

 Arso Sostroatmojo, dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h 55-56.  
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imengatur isecara irinci imengenai ipencatatan iperkawinan. iPencatatan 

iperkawinan ipada imasa idulu ibelum idipandang isebagai isesuatu iyang isangat 

ipenting isekaligus ibelum idijadikan isebagai isebuah ialat ibukti iotentik iterhadap 

isebuah iperkawinan. iNamun, isejalan idengan iperkembangan izaman, idengan 

idinamika iyang iterus iberubah, imaka ibanyak isekali iperubahan-perubahan iyang 

iterjadi. iPergeseran ikultur ilisan ipada ikultur itulis isebagai iciri imasyarakat imodern 

imenuntut idijadikannya iakta isebagai isurat ibukti iotentik. iMasyarakat imulai 

imerasakan ipentingnya ipencatatan iperkawinan, isehingga idiatur imelalui 

iperundang-undangan ibaik iUndang-undang iNomor i1 iTahun i1974 imaupun 

imelalui iKompilasi iHukum iIslam.
15

 

Dasar ihukum idari ipencatatan iperkawinan: 

1. Undang-undang iNomor i22 iTahun i1946 itentang ipencatatan inikah, italak, idan 

irujuk. 

2. Undang-undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan iPasal i2 iayat i(2) 

i“Tiap-tiap iperkawinan idicatat imenurut iperaturan iperundang-undangan 

iyang iberlaku”.
16

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4. Kompilasi iHukum iIslam iPasal i5 iayat i(1) i“Agar iterjamin iketertiban 

iperkawinan ibagi imasyarakat iislam isetiap iperkawinan iharus idicatat”.
17

 

                                                           
15

 Madani, Hukum Perkawinan Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 86. 
16

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2007), h 2. 
17

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2007), h 2. 
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5. Konsep Maslahah, pencatatan perkawinan masuk ke dalam konsep 

maslahah dikarenakan tidak ada aturan perintah nya dalam syari‟at namun 

tidak pula ditentang oleh syariat, sebab pencatatan perkawinan itu sendiri 

mengandung banyak maslahah atau kebaikan yang penting untuk menjaga 

keutuhan pernikahan. 

6. Konsep Qiyas, yakni menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash 

hukum dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasrkan kesamaan illat 

atau kemaslahatan yang diperhatikan syara‟ yang dalam pencatatan 

pernikahan dapat disamakan dengan dalil pencatatan muamalah hutang 

ا اِذَا ثدََاينَتُُْْ بِدَيْنٍ اِلٰٰٓ اَجَلٍ  يْنَ اٰمَنوُْٓ ِ اَ الََّّ َيُّه َّينْكَُُْ  يٰٰٓ ى فاَكْتُبُوْهًُۗ وَميَْكْتُبْ ب سَمًّ كََثِبٌۢ بِِمعَْدْلِِۖ  مه

ُ فلَيَْكْتبُْ   َّمَوُ الّلّٰ  وَلََ يأَبَْ كََثِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كََمَ علَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai (berhutang) untuk waktu yang belum ditentukan, 

hendaklah kamu mencatattkanya. Dan hendaklah pencatat diantara kamu 

mencatatkannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. 

7. Kaidah Fiqhiyyah 

باِمْمصَْلَحَةطِ مرَّعيَِّة ِ مَنُو ٌاىعلََممْإ ِ مَا ِف ُ اثصََر  

Artinya: iTasharruf iyang idilakukan ipemimpin inegara iterhadap irakyatnya 

idilakukan iatas idasar imaslahat.
18

 

 احلكُ يتبع املصلحة امراجحة

Artinya: Hukum itu mengikuti Kemaslahatan yang paling kuat.
19
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Fathurrahman Azhari, Qowaid Fiqhiyyah Muamalah, (Banjarmasin: Lembaga 

Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), cet. Ke 1, hlm 105. 
19

Ibid. 
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C. Peiranan Pencatatan Perkawinan.  

Pencatatan iperkawinan isangat ipenting idilakukan, ikarena imempunyai 

iimplikasi iyuridis idalam iberbagai iaspek isebagai iakibat idari idilaksanakannya 

isebuah iperkawinan ibaik imenyangkut istatus idari isuami iistri istatus ianak iyang 

idilahirkan, istatus idari iharta ikekayaan, idan iaspek-aspek ikeperdataan ilainnya.
20

 

Oleh ikarena iitu ipencatatan iperkawinan ibukan imenjadi isyarat isah iatau 

itidaknya isebuah iperkawinan. iNamun ihal iini idi ilakukan iagar itidak iada isalah isatu 

ipihak iyang imerasa idi irugikan ikarena iperkawinannya itidak idicatatkan. iDengan 

imencatatkan iperkawinannya imaka iperkawinan itersebut iakan imendapatkan 

ikepastian ihukum, idari iperaturan iyang iada idi idalam iUndang-undang iNomor i1 

iTahun i1974. 

Melalui ipencatatan iperkawinan iyang idiikuti idengan iterbitnya iakta 

inikah, imaka idapat imembuktikan ibahwa iseseorang imemang ibenar isedang 

iterikat idalam isatu iikatan iperkawinan, isehingga ipara ipihak idapat imenuntut ihak-

haknya idan idituntut iuntuk imemenuhi ikewajibannya. iDengan idemikian 

ipencatatan iini iuntuk imembuktikan iidentitas iseseorang ibahwa idirinya iadalah 

isepasang isuami idan iistri, iserta imembuktikan istatus iseorang ianak isebagai ianak 

idari ipasangan isuami iisteri.
21

 

 

 

 

                                                           
20

 Zamroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan, (Surabaya, Media 

Sahabat Cendekia, 2018), h 24. 
21

 Ibid, h 25. 
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D. Dampak Tidak Mencatatkan Perkawinan 

Perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya akan menimbulkan dampak 

negatif yang akan dialami oleh pasangan suami-istri, berikut adalah beberapa 

dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan: 

1. Dampak Hukum 

a. Tidak diakui secara hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan 

tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, pasangan 

tidak dianggap suami-istri secara sah menurut hukum positif. Dalam 

perselisihan rumah tangga, pasangan tidak dapat mengajukan gugatan 

ke pengadilan tanpa bukti akta nikah. 

b. Hak anak tidak terjamin, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat 

dianggap hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, bukan 

ayahnya. Ini mengakibatkan hak waris dari ayah atau hak asuh sulit 

ditegakkan. Kesulitan dalam membuat akta kelahiran anak karena 

salah satu syaratnya adalah adanya akta nikah orang tua. 

c. Sulit mengurus administrasi publik, tanpa bukti perkawinan yang sah, 

pasangan menghadapi kendala dalam mengurus dokumen seperti KTP, 

Kartu Keluarga, paspor, atau kebutuhan administrasi lainnya. 

2. Dampak Sosial 

a. Stigma negatif di masyarakat, pasangan sering kali dianggap 

melakukan hubungan tidak sah karena tidak memiliki bukti legal 

berupa akta nikah. Anak dari perkawinan tersebut dapat dianggap anak 

di luar nikah, sehingga menerima diskriminasi sosial. 
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b. Sulit membuktikan hak asuh, dalam kasus perceraian, seorang istri 

tanpa akta nikah sulit membuktikan haknya atas nafkah atau harta 

gono-gini. Jika salah satu pasangan meninggal, pihak lain tidak dapat 

mengajukan klaim atas warisan atau tunjangan asuransi. 

3. Dampak Ekonomi 

a. Tidak diakui sebagai ahli waris, Pasangan dan anak dari perkawinan 

yang tidak tercatat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli 

waris. 

4. Dampak Keagamaan 

a. Status perkawinan diragukan, secara agama, perkawinan tetap sah 

selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, pencatatan 

dianggap sebagai sadd dzari'ah (mencegah kerusakan) untuk menjaga 

hak dan nasab. Tidak mencatatkan perkawinan dapat dianggap 

merugikan prinsip menjaga keadilan (maqashid syariah).
22

 

Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki konsekuensi serius yang 

dapat memengaruhi semua aspek kehidupan individu, termasuk hukum, sosial, 

ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangat 

penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, anak-anak, 

dan keluarga secara keseluruhan. 

E. Urgensi Pencatatan Perkawinan  

Permasalahan ipencatatan iperkawinan imenempati iterdepan idalam 

ipemikiran ifiqh imodern, imengingat ibanyaknya imasalah ipraktis iyang itimbul idari 
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itidak idicatatnya iperkawinan iyang iberhubungan idengan isoal-soal ipenting 

iseperti iasal-usul ianak, ikewarisan idan inafkah. 

Pencatatan iperkawinan ibertujuan iuntuk imewujudkan iketertiban 

iperkawinan idalam imasyarakat, ibaik iperkawinan iyang idilaksanakan 

iberdasarkan ihukum iIslam imaupun iperkawinan iyang idilaksanakan ioleh 

imasyarakat iyang itidak iberdasarkan ihukum iIslam. iRealisasi ipencatatan 

iperkawinan iakan imelahirkan iakta inikah iyang imasing-masing idimiliki ioleh 

isuami idan iistri. iAkta inikah iditandatangani ioleh ikedua isaksi, iPegawai iPencatat 

iNikah iyang imenghadiri iakad inikah idan iwali inikah iatau iyang imewakilinya. 

iDengan iditandatanganinya iakta inikah itersebut, imaka iperkawinan itelah itercatat 

isecara iyuridis inormatif iberdasarkan iPasal i11 iPeraturan iPemerintah iNomor i9 

iTahun i1975 idan imempunyai ikekuatan ihukum iberdasarkan iPasal i6 iayat i(2) 

iKompilasi iHukum iIslam. 

Akta iNikah imenjadi ibukti iotentik idari isuatu ipelaksanaan iperkawinan 

isehingga idapat imenjadi i“jaminan ihukum” ibila iterjadi isalah iseorang isuami iatau 

iistri imelakukan itindakan iyang imenyimpang. iAkta inikah ijuga iberfungsi iuntuk 

imembuktikan ikeabsahan ianak idari iperkawinan iitu, isehingga itanpa iakta inikah 

idimaksud, iupaya ihukum ike iPengadilan itidak idapat idilakukan.
23
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F. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 

Perkawinan idi iIndonesia idiatur idalam iUndang-Undang iRepublik 

iIndonesia iNomor i1 iTahun i1974 iyang isecara iefektif iberlaku itanggal i2 iJanuari 

i1974 idengan idikeluarkannya iPP iNo. i9 iTahun i1975 iyang ipelaksanaan isecara 

iefektif ipada itanggal i1 iOktober i1975. iPP iNo.9 iTahun i1975 iadalah iperaturan 

ipemerintah itentang ipelaksanaan iatas iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 

itentang iPerkawinan. iJadi ilatar ibelakang ilahirnya iPP iNo.9 iTahun i1975 iadalah 

iperaturan ipemeritah itentang ibagaimana itata icara iatas ipelaksanaan iUndang-

Undang iNomor i1 iTahun1974 itentang iPerkawinan. 

Tujuan idari ilahirnya iPP iNo i9 iTahun i1975 itentang ipelaksanaan iatas 

iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 itentang iperkawinan itujuannya isebagai 

iberikut: 

a. Sebagai ipedoman iatas iUndang-undang iNomor i1 iTahun i1974 itentang 

iperkawinan. 

b. Sebagai itata icara idan ipedoman iteknis iatas ipelaksanaan iUndang-undang 

iNomor i1 iTahun i1974 itentang iperkawinan. 

c. Untuk imewujudkan iketertiban ihukum ibagi iperkawinan idan iuntuk 

imemperoleh ikekuatan ihukum ibagi iperkawinan. 

d. Untuk imenciptakan ikepastian ihukum ibagi isemua ipihak iyang iterkait idengan 

imasalah iperkawinan idan ikeluarga. 

Tujuan iadanya iketentuan ipidana imenurut iPasal i45 iPP iNo i9 iTahun i1975 

isebagai iberikut: i 
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a. Agar iterjamin iketertiban iperkawinan ibagi imasyarakat iislam isesuai iPasal i5 

iayat i(1) iKHI. 

b. Untuk imemperoleh ikekuatan ihukum isesuai idengan iPasal i6 iayat i(2) iKHI. 

c. Untuk imengetahui iapakah iada ihalangan idalam iperkawinan. 

d. Untuk imenghindari ikesalahan idalam imelengkapi idata-data iperkawinan. 

e. Untuk imemperoleh ipembelajaran idari ipihak ipetugas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa lahirnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini sebagai pelaksana lanjutan dan juga 

sebagai penjelas dari tata cara pencatatan perkawinan yang awalnya ada di 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 ini berisikan tata cara perkawinan, tata cara cerai, ketentuan bagi 

suami yang ingin beristeri lebih dari satu dan juga memuat sanksi pidana 

apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 ini. 

G. Peineilitian Teirdahuilui 

1. Mohsi “Dekonstruksi Sistem Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 

Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk”. 

Penelitian ini membahas tentang regulasi sanksi dalam iUU iNo i22 

iTahun i1946 itentang ipencatatan inikah, italak idan irujuk iyang isudah tidak 

relevan dengan masa sekarang dan ditinjau untuk dilakukan pembaharuan 

regulasi sanksi yang sekiranya cukup kuat dalam menimbulkan efek jera.
24

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada 

                                                           
24

Mohsi, “Dekonstruksi Sistem Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang 

Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk”, Volume 13., No 1., (2019). 
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analisa dari regulasi sanksi yang disebutkan dalam pasal 45 PP No. 9 

Tahun 1975. 

2. Nisa Fatika Amalia “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkwinan Tidak 

Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Kepala Kantor 

Urusan Agama Kota Malang terhadap pemberian sanksi pidana bagi 

perkawinan yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan dan hasil 

dari wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kota 

Malang menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan yang sudah diatur 

dalam perundang-undangan harus dipatuhi agar tak terjadi masalah-

masalah administrasi dalam perkawian dan juga pentingnya pemberian 

sanksi bagi yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan dari 

perundang-undangan yang ada.
25

 Berbeda dengan penelitian penulis yang 

bertujuan untuk meninjau sanksi dari pelanggaran pencatatan perkawinan 

yang sudah di atur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975. 

3. Fajar Devan Afrizon “Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan 

Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei 

Darussalam”  

Penelitian ini meneliti perbedaan aturan sanksi terhadap aturan 

poligami dan pencatatan perkawinan yang terdapat di negara Indonesia, 

                                                           
25

 Nisa Fatika Amalia, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang 

Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan yang Tidak Dicatatkan 

Menurut Perundang-Undangan”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2017). 
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Malaysia, dan Brunei Darussalam dan hasil penelitiannya menunjukan dari 

ke 3 negara yang dibahas peneliti Indonesia lah yang memiliki regulasi 

sanksi paling rendah terhadap aturan poligami dan pencatatan 

perkawinan.
26

 Penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama 

membahas sanksi bagi yang melanggar aturan pencatatan perkawinan 

namun berbeda dalam pemilihan peraturan yang berisikan sanksi bagi 

yang melanggar pencatatan perkawinan yaitu penulis memilih membahas 

sanksi iyang iterdapat idalam ipasal i45 iPP iNo. i9 itahun i1975. 

4. Muhammad iChoriri i“Sanksi iPelanggaran iPencatatan iPerkawinan 

iPerspektif iMaqasid iAl-Syariah iJasser iAuda”. 

Penelitian ini membahas sanksi pada pelanggaran pencatatan 

perkawinan dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda 

yang merupakan salah satu pemikir muslim dan penelitian ini menunjukan 

bahwa penjatuhan sanksi dalam konteks hukum yang tidak diatur jelas 

oleh syariat harus memlalui ijtihad yang panjang untuk menentukan sanksi 

seperti apa yang pantas diberikan dalam peraturan pencatatan 

perkawinan.
27

 berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisa 

regulasi dari pasal i45 iPP iNo. i9 iTahun i1975 itentang isanksi iPencatatan 

iPerkawinan. 

                                                           
26

 Fajar Devan Afrizon, “Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan Pencatatan 

Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam”, (Skripsi: Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 
27

Muhammad Choriri, “Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif 

Maqasid Al-Syariah Jasser Auda”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 

2020). 
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5. Jurnal Solehati Novitasari “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi 

Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia”. 

Jurnal ini membahas mengenai peraturan mengenai sanksi terhadap 

pelanggaran pencatatan perkawinan di indonesia dan isi dari jurnal ini 

memaparkan setiap peraturan dan perundang-undangan terkait 

pelanggaran pencatatan perkawinan yang ada di indonesia membahas 

mulai dari waktu diberlakukannya, kekurangan, dan kefektifannya di 

indonesia.
28

 Berbeda dengan penelitian penulis hanya mengangkat satu 

dari banyaknya peraturan dan perundan-undangan tentang pelanggaran 

pencatatan perkawinan di indonesia yaitu penulis hanya tertuju kepada 

pasal i45 iPP iNo. i9 iTahun i1975. 

6. Jurnal iAdi iSyahputra iSirait i“Pemberian iSanksi iSebagai iUpaya iPenertiban 

iPencatatan iPerkawinan idi iIndonesia”. 

Jurnal iini imembahas itentang ipemberian isanksi isebagai iupaya 

ipenertiban pencatatan perkawinan dengan melihat dari sudut pandang para 

penegak hukum di labuhan batu dari hasi wawancara yang dilakukan 

dalam jurnal ini menunjukan bahwa penjatuhan sanksi bagi yang 

melanggar pencatatan perkawinan harus menimbang dari banyak aspek 

sebelum hukuman itu dijatuhkan.
29

 Berbeda dengan penelitian penulis 

yang membahas regulasi yang sudah ada terkait pelanggaran pencatatan 

perkawinan yang sudah ada dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

                                                           
28

 Solehati Nofitasari, “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap 

Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, Volume 1., No 1., (2022). 
29

 Adi Syahputra Sirait, “Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban 

Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, Volume 7., No 2., (2021). 
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BAB III 

MEITODEI PEINEILITIAN 

A. Jeinis dan Pendekatan Peineilitian 

Jeinis peineilitian ini adalah peineilitian penelitian yuridis sosiologis 

Metode ini melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin 

hukum, dan literatur hukum yang relevan. Jenis penelitian ini mengkaji aturan-

aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta menganalisis kasus-

kasus terkait berdasarkan perundang-undangan.  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen hukum seperti 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum 

lainnya. Fokusnya adalah untuk menganalisis aspek normatif dari suatu isu 

hukum, seperti sanksi pencatatan perkawinan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. 

UIntuik meindapatkan data yang dibuituihkan dalam peineilitian ini 

peinuilis meingadakan peineilitian lapangan seisuiai masalah yang peinuillis 

keimuikakan di atas. Seihingga peineilitian ini beirsifat meinggambarkan reialita 

yang ada. UIntuik meinggambarkan teirseibuit maka peinuilis ini meingguinakan 

peindeikatan kuialitatif, yaitui peinuilisan yang meimanfaatkan wawancara 

teirbuika uintuik meineilaah dan meimahami sikap, pandangan, peirasaan, dan 

peirilakui individui ataui seikeilompok orang.  

B. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek penelitian : ini adalah sanksi yang diatur dalam pasal 45 peraturan 

pemerintah no 9 tahun 1975 
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b. Obyek penelitian : ialah kompilasi Hukum Islam, dan wawancara kepada 

para ahli Hukum Terkait. 

C. Suimbeir Data Peineilitian 

Dalam ipeineilitian iini, idata iyang idipeiroleih ibeirsal idari isuimbeir idata 

iprimeir idan isuimbeir idata iseikuindeir. i 

1. Data iPrimeir 

Yaitui idata ipokok iyang idi igunakan idalam ipenelitian iini iadalah iPeraturan 

iPemerintah ino i9 iTahun i1975. 

2. Data Seikuindeir 

Yakni isemua isumber iyang ierat ihubungannya idengan idata iprimer idan 

idapat imembantu idalam imenganalisis idan imemahami idata iprimer iyang 

idalam ipenelitian iini imemerlukan iUndang-Undang iTentang iPerkawinan, 

iKompilasi iHukum iIslam, iJurnal, iwawancara idengan iahli ihukum, ikitab-kitab 

ifiqih ikarya iulama-ulama ikontemporer, iartikel, idan ibuku-buku ilain ibaik 

isecara ifisik imaupun iyang idi idapat imelalui iinternet. 

3. Data itersier 

Yaitu idata iyang idi idapat idari ikamus ibahasa iArab idan iInggris. 

D. Informan. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Dr. Zulkifli, S.H., M.H. Selaku perwakilan Hakim dari Pengadilan Agama 

Pekanbaru 

2. Refi Damayanti, S.H., M.H. Selaku perwakilan Hakim dari Pengadilan 

Negeri Pekanbaru 
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3. Reynaldi, S.H. Selaku Pengacara dari Kantor Advokat Hardiyanti, S.H dan 

Marina, S.H 

4. Dr. H. Hamizar, S.Sos.I., M.Sy. Selaku Penghulu dari Kantor Urusan 

Agama Kec. Tampan  

Informan yang relevan dalam penelitian ini adalah pejabat atau praktisi 

yang berkaitan langsung dengan proses pencatatan perkawinan, penegakan 

hukum, serta pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang 

pelaksanaan sanksi dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975. 

E. Teiknik Peinguimpuilan Data 

Peineilitian meiruipakan keigiatan yang proceiduiral (haruis dilakuikan 

deingan meingikuiti proseiduir-proseiduir teirteintui). Teiknik peinguimpuilan data 

diguinakan uintuik meinguimpuilkan data seisuiai tata cara peinuilisan seihingga 

dipeiroleih data yang dibuituihkan. Oleih kareina itui, uintuik meinguimpuilkan data-

data yang dipeirluikan, maka peinuilis meingguinakan beibeirapa meitodei, yaitui: 

1. Studi Dokumen, yaitui peinuilis meingumpulkan data dari berbagai sumber 

hukum tertulis yang dalam penelitian ini penulis mengambil pada 

peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tambahan dari 

Literatur hukum yang mendukung, seperti buku-buku hukum, jurnal 

ilmiah, artikel, dan karya ilmiah yang membahas topik yang serupa.  

2. Wawancara adalah suiatui cara peinguimpuilan data yang diguinakan uintuik 

meimpeiroleih informasi langsuing dari suimbeirnya. Wawancara ini di 

guinakan bila ingin meingeitahuii hal-hal dari informan seicara leibih 
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meindalam seirta juimlah informan seidikit. Dalam penelitian ini yang 

diwawancarai adalah para ahli hukum terkait yang memahami tentang 

peraturan pencatatan perkawinan. 

F. Teiknik Analisis Data 

Penelitian iini idilakukan idalam ibentuk ideskriptif ikualitatif imaka iproses 

ianalisa idatanya imenggunakan ianalisa idata ikualitatif. iDisebabkan ipenelitian iini 

ibersifat inon ihipotesis idengan imenggunakan imetode iwawancara iyang 

idilaksanakan ilangsung ikepada ipara iahli ihukum iterkait iyakni ipelaku ihukum 

iseperti iHakim, iPengacara, idan iPegawai iPencatat iNikah. 

Adapun iteknik ianalisis idata idalam ipenelitian iini idilakukan iatau 

idilaksanakan isecara ikualitatif idengan imenggunakan ilangkah-langkah isebagai 

iberikut: 

1. Identifikasi idan ikategori idata iyaitu ipenyeleksian idata idan 

imengelompokannya isesuai idengan itopik-topik ipembahasan. 

2. Editing idata, iyaitu imenyusun iredaksi idata imenjadi isuatu isusunan ikalimat 

iyang isistematis. 

3. Reduksi idata, iyaitu imemeriksa ikelengkapan idata iuntuk imencari iyang imasih 

ikurang idan imengesampingkan idata iyang itidak irelevan. 

4. Deskripsi idata iyaitu imenguraikan idata isecara isistematis, isecara ideduktif 

idan iinduktif isesuai idengan isistematika ipembahasan. 

5. Penarikan ikesimpulan iyaitu imerangkum iuraian-uraian idata idalam ibeberapa 

ikalimat iyang imengadung isuatu ipengertian isecara isingkat idan ipadat. 
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G. Teiknik Peinulisan 

Seiteilah data yang teirkuimpuil dianalisis, maka peinuilis 

meindeiskripsikan data teirseibuit deingan meingguinakan meitodei seibagai beirikuit: 

1. Meitodei Deiduikatif 

Meitodei Deiduikatif yaitui peinuilis meingeimuikakan kaidah-kaidah ataui 

peindapat-peindapat yang beirsifat uimuim keimuidian dibahas dan diambil 

keisimpuilan seicara khuisuis. 

2. Meitodei Deiskriptif  

Meitodei ini yaitui teknik penulisan skripsi adalah pendekatan penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena 

atau situasi yang sedang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. 

Penulisan deskriptif tidak hanya sekadar memberikan gambaran umum, 

tetapi juga mendalami rincian dari kondisi yang ada untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut. 

H. Sisteimatika Peinuilisan 

Adapuin sisteimatika dalam peineilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, berisi kajian pustaka tentang pengertian 

pencatatan perkawinan, penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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 Dalam bab ini akan meilipuiti jeinis peineilitian, suimbeir data, 

teiknik peinguimpuilan data, teiknik analisis data, teiknik 

peinuillisan, dan sisteimatika peineilitian.  

BAB IV ANALISIS SANKSI PENCATATAN PERKAWINAN 

DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 

TAHUN 1975 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian pencatatan 

berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan Saran. 

LAMPIRAN 
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BAB V 

KEISIMPUILAN DAN SARAN 

A. Keisimpuilan 

Beirdasarkan dari hasil peineilitian meingeinai analisis sanksi pencatatan 

perkawinan dalam pasal 45 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 

menurut perspektif hukum islami, beibeirapa keisimpuilan yang dapat diambil 

adalah seibagai beirikuit: 

1. Regulasi sanksi yang diatur dalam pasal 45 peraturan pemerintah no 9 

tahun 1975 yaitu denda sebesar Rp. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) 

dan tambahan kurungan selama 3 bulan bagi pegawai pencatat nikah ini 

dinilai sangat rendah dan tidak dapat dijadikan sebagai pelindung agar 

tujuan dari dibuatnya peraturan pencatatan nikah ini dapat tercapai 

sepenuhnya bahkan akan membuat munculnya oknum yang tidak 

bertanggung jawab yang meremehkan aturan ini dikarenakan rendahnya 

sanksi yang diberikan akibat melanggar peraturan pencatatan perkawinan. 

2. Ketidakjelasan prosedur penjatuhan sanksi yang diatur dalam pasal 45 ini 

membuat sulitnya untuk menerapkan penjatuhan sanksi yang diatur dalam 

pasal 45 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 sehingga peraturan ini 

tidak dapat terlaksana dengan baik. 

3. Secara konsep pemberian sanksi dari melanggar peraturan pencatatan 

perkawinan ini sesuai dengan konsep jarimah ta‟zir yang ada dalam hukum 

islam dikarenakan sanksi ini merupakan peraturan yang dibuat pemerintah 

akan tetapi dikarenakan besaran sanksi yang diatur dalam pasal 45 
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peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 ini sangat rendah sehingga tidak 

dapat mewujudkan konsep sanksi dalam hukum islam yaitu sebagai 

pencegahan dari timbulnya kemudharatan dan menjaga kemaslahatan. 

B. Saran 

Seiteilah peinuilis meinguiraikan peimbahasan skripsi teirseibuit, maka 

peinuilis ingin meinyampaikan beibeirapa saran yang muingkin dapat 

dimanfaatkan uintuik saya dan kita seimuia. Adapuin beibeirapa saran teirseibuit 

antara lain: 

1. Perlu dilakukan perbaikan dalam regulasi sanksi yang diatur pasal 45 dan 

peningkatan sanksi yang diberikan agar dapat lebih mewujudkan efek jera 

bagi pelanggar pencatatan perkawinan. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang implementasi Hukum Islam 

dalam sistem hukum positif Indonesia agar dapat menyesuaikan sanksi 

yang diberikan dalam hukum positif indonesia sesuai dengan hukum islam. 

3. Pemerintah wajib lebih memperhatikan peraturan pencatatan perkawinan 

di Indonesia terutama dalam peningkatan sanksi yang diberikan agar  

tujuan dari pencatatan perkawinan di Indonesia dapat berjalan sepenuhnya.  
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Wawancara Dengan Pengacara Dari Kantor Advokat Bapak Reynaldi, S.H. 
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Wawancara Dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kec. Tampan Bapak 

Dr. H. Hamizar, S.Sos.I., M.Sy. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya pencatatan 

perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia? 

2. Berdasarkan pengalaman Bapak, seberapa sering terjadi pelanggaran 

terhadap kewajiban pencatatan perkawinan? 

3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan 

sesuai Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 di tempat Bapak bekerja? 

4. Bagaimana pendapat bapak tentang ketentuan besaran sanksi dalam pasal 

45 PP No 9 Tahun 1975 apakah sudah efektif penerapan? 

5. Apa kendala terbesar dalam penerapan sanksi sesuai Pasal 45 di 

pengadilan atau di lembaga yang berwenang? 

6. Mengapa menurut Bapak, sanksi dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 

jarang diterapkan dalam putusan pengadilan? 

7. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan 

penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan dan penerapan sanksi? 

8. Apakah ada usulan perbaikan terkait regulasi sanksi pencatatan 

perkawinan yang menurut Bapak perlu diubah? 

9. Bagaimana pendapat Bapak tetang pasal 45 tentang ketentuan pidana 

perkawinan apakah patut untuk diterapkan atau tidak? 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


